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BAB V 

PENUTUP 

 

1. KESIMPULAN 

  Sebuah negara di bangun di atas dasar yang kokoh agar 

tidak mudah goyah dari segala bentuk pengaruh dan ancaman 

baik dari dalam maupun dari luar. Lahirnya bangsa Indonesia 

tidak terlepas dari suatu kesatuan solidaritas bangsa Indonesia 

yang sudah ditanam di jiwa dan raga para pendiri bangsa. 

Kemajemukan yang ada di dalamnya merupakan anugrah dari 

Allah SWT dan menjadi kekayaan yang sangat besar, karena 

tidak semua negara memiliki keanekaragaman penduduk seperti 

yang dimiliki bangsa Indonesia saat ini. Sehingga kekayaan ini 

layak untuk dipertahankan demi kebaikan anak cucu kita di masa 

yang akan datang.  

  Indonesia telah menjadikan Pancasila sebagai dasar 

negara yang merupakan pilihan yang tepat dan sudah disesuaikan 

dengan kondisi masyarakat Indonesia yang pluralis. Pilihan ini 

dibangun oleh founding father bangsa yang sangat brilian dan 

melalui proses yang sangat panjang. Selain itu, pilihan ini juga 

sudah melalui kajian yang mendalam dari nilai-nilai religious 

yang ada, dan juga merupakan hasil kemufakatan bersama dari 

berbagai latar belakang masayarakat seperti agama, suku, budaya, 

serta bahasa. 

  Sehingga Rumusan ideal yang sudah diwariskan ini harus 

selalu kita rawat yakni dengan senantiasa kita 

mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari, juga 
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menjadi pedoman Way of life bagi setiap warga negara yang ada 

di dalamnya. Karena keberadaan sebuah negara yang kuat dan 

kokoh tidak terlepas dari perilaku bagai setiap inidvidu yang ada 

di dalamnya. Selain itu, masayarakat yang ikut serta dalam 

membangun bangsa baik barupa kritsi terhadap berbagai 

persoalan yang menpengaruhi eksistensi merupakan cita-cita 

masyarakat madani. Masyarakat madani menurut Nurckholish 

Majid adalah adalah masayarakat yang senantiasa menjunjung 

tinggi nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan pluralisme. Ketiga hal 

tersebut merupakan sesuatu yang harus di jalankan bersama dan 

tidak boleh dipisahkan. 

    Saat ini Indonesia dihadapkan dengan berbagai persoalan 

yang mengancam terhadap eksistensi negara yang dilakukan oleh 

pihak-pihak yang ingin membuat negara ini rusak seprti layakya 

negara-negara di Timur Tengah. Salah satu wujudnya adalah apa 

yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indoneia HTI. Kehadiran 

organisasi ini dengan panji-panji Khilafahnya seakan-akan 

terjadinya fenomena negara di dalam negara. Bukan tidak 

mungkin, karena apa yang dilakukannya ini sangat massif yakni 

dengan mealukan kesadaran kepada umat untuk Kembali 

menjalakan syariat Islam yang merupakan pola hidup umat Islam 

yang diwariskan oleh Rasulullah. HTI meyakini bahwasannya 

Kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim sangat 

tepat untuk dijadikan target pendirian negara Khilafah Islamiyah. 

Tidak segan-segan dan secara terbuka dalam setiap aktivitasnya 

menyampaikan kapada masayarakat bahwa sisitem negara yang 

dijalankan Indonesia saat ini merpakan adopsi dari negara Barat 

dan bukan merupakan ajaran Islam.   
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 Atas dasar kondisi tersebut diatas, perjalan HTI ini tidak 

berjalan dengan mulus. Jokowi dengan semangat nasionalimenya 

ingin menjaga bangsa ini agar tetap kokoh dan tidak memberi 

ruang kepada siapapun yang ingin merubah ideologi bangsa yang 

sudah menjadi sakral.  Bisa dilihat dari kebijakannya yang telah 

melarang keberadaan dan segala bentuk aktivitas HTI di 

Indonesia.  Selain sebagai ancaman, keberadaan HTI dengan 

beragam aktivitasnya sangat menggangu terhadap stabilitas 

politik domestik. Aktivitas HTI juga terindikasi ingin melakukan 

penggulingan terhadap pemerintahan yang ada (makar). Joko 

dalam pernyatannya di bebrapa media selalu menghimbau agar 

pentingnya menjaga stabilitas politik, baik untuk menjaga 

keamanan juga menjaga pertumbuhan ekonomi di Indonesia.  

  Langkah yang digunakan oleh pemerintah dalam 

membubarakan HTI sangat tepat, yakni dengan mengeluarkan 

Perpu No 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. 

Mengingat terjadinya kekosongan hukum dan kegentingan yang 

memaksa yang menyebabkan pemerintah mengambil langkah-

langkah yang cepat untuk mengatasi persoalan yang ada. Perpru 

tersebut di keluarkan untuk membentengi dan melindungi bangsa 

dan negara dari ancaman ideologis yang sudah mulai berkembang 

pada ormas. Dari perpu ini kemudian juga sebagai acuan bagi 

ormas lainnya agar selalu menanamkan ideologi Pancasila dalam 

roda keorganisasiannya. 

Kehadiran Perpu ini direspon beragam oleh masyarakat 

Indonesia. Sebagain masyarakat mendukung pemerintah dalam 

menetapkan perpu dengan berbagai alasan, kelompok yang 

mendukung mempunyai alasan bahwa Perpu ini sudah demokrasi, 
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sesuai dengan kewenangan Presiden. Sementara pandangan yang 

menolak beragumen bahwa, situasi belum genting, perpu ini di 

gunakan sebagai bentuk tidakan ototriter yang sudah mengebiri 

kebebasan. Kalau dilihat dari ranah politik, sebagai besar yang 

melakukakan kritikian hamper seluruhnya berasal dari partai 

yang tidak bersama pemerintah (oposisi) seperti, PKS, Gerindra, 

dan partai Demokrat, terkesan bahwa partai-partai tersebut 

menggunakan perpu ini untuk menghantam pemerintah dengan 

berbagai alasan-alasan yang sebenarnya di cari-cari. 108 

 

2. SARAN 

  Permasalahan terhadap ormas bukan merupakan hal baru 

di dalam tubuh Indonesia. Ormas sebelumnya yang dicap segabai 

ormas radikal yang telah muncul di Indonesia seperti kelompok 

Darul Islam (DII/TI), komando jihad, hingga jamaah Islamiyah. 

Kelomok ini mempunyai pengaruh yang cukup besar dan 

mengancam terhadap eksistensis bangsa. Dan keberadaan 

organisasi tersebut sudah di musnahkan oleh pemerintah.  

  Sama halnya HTI, dengan konsep Khilafahnya sangat 

tidak relevan lagi dengan kondisi masayarakat majemuk yang ada 

dalam bangsa Indonesia. Islam sudah mengajarkan kepada 

pengikutnya untuk selalu hidup berdampingan dengan umat yang 

lain, tanpa melakukan melakukan diskriminasi. Pancasila, UUD 

1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika merupakan dasar negara yang 

menjadi konsensus bersama sehinga harus diterima oleh semua 

kalangan masyarakat Indonesia.  

                                                           
108Yunanto Sri, 2017 Negara Khilafah Versus Negara NKRI. Jakarta. IPSS.  

Hal.193 



 

124 
 

 Para Ulama yang merupakan bagian dari pendiri bangsa 

sudah memikirkan konsep negara Indonesia yang tidak 

bertentangan dengan syariah Islam yakni Pancasila dan ini 

dibangun atas dasar hasil Ijtihad melihat dari kondisi masyarakat 

Indonesia yang beragam. Kondisi saat ini sangat beda jauh 

dengan masa kejayaan Islam seperti yang dimaksudkan HTI, 

bahwa Islam pernah berjaya dan menjadi kekuatan dunia. 

Perjuangan HTI dalam membuat Unifikasi kepemimpinan tungal 

sudah sudah dilakukan oleh negara-negara Islam. Berupa forum 

Ulama, OKI, dan organisasi lainnya yang merupakan perwakilan 

dari setiap negara seperti yang dikatakn Prof. Din Syamsudin.       

 Namun dalam proses pembubaran terhadap suatu Ormas, 

pemerintah diharapakan untuk mengedepankan langkah-langkah 

persuasif sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam Undang-

Undang Ormas seperti dialog, teguran ataupun musyawarah 

kepada ormas yang dianggap mengancam. Ini perlu dilakukan 

supaya menghindari kesan negatif dari masyarakat.  

Kepada mantan anggota HTI, hiduplah berdampingan 

dalam bingkai Pancasila dengan penuh kebersamaan dan tetap 

menjaga tolerasi, karena dengan ini kita sudah ikut serta dalam 

membangun bangsa ini, mendukung Khilafah sama halnya kita 

mencedrai para pendiri bangsa yang sudah mengorbankan jiwa 

dan raganya untuk negeri ini. Tetap menjaga semnagat 

nasionalisme untuk kemajuan bangsa dan negara.  

 

 

 

 


